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ABSTRAK 
Nama  : Siti Khadijah 
NIM  : 10500112014 
Judul : Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
Dalam pelaksanaan putusan pengadilan masih sering dijumpai pihak yang 
kalah tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga pihak yang menang 
menjadi pihak yang dirugikan. Agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan maka 
pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. 
Namun biasanya pengajuan permohonan eksekusi tidak lantas dapat menyelesaikan 
persoalan. Eksekusi dengan bantuan pengadilan masih sering berjalan tidak lancar. 
Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pengumpulan 
data melalui penelitian emperis (empirical research) bertujuan untuk melakukan 
observasi dan wawancara, terhadap narasumber yang dianggap mampu memberikan 
sejumlah informasi terkait eksekusi riil. Pendekatan penelitian adalah pendekatan 
yuridis empiris.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup eksekusi riil, proses 
eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan faktor-faktor apa sajakah yang 
mempengaruhi eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup eksekusi riil yang 
terjadi di lapangan adalah menyerahkan barang tidak bergerak dalam bentuk 
pengosongan dan pembongkaran. Adapun proses eksekusi riil di Pengadilan Negeri 
sunggiminasa, yaitu permohonan eksekusi, aanmaning (peneguran), sita eksekusi, 
penetapan eksekusi, dan eksekusi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi 
eksekusi dipicu oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat 
yaitu faktor penundaan eksekusi karena adanya perlawanan, faktor ketiadaan biaya, 
faktor masyarakat melakukan perlawanan secara fisik, faktor kesalahpahaman 
terhadap budaya, faktor adanya campur tangan pihak ketiga. Sedangkan faktor yang 
mendukung eksekusi riil yaitu faktor termohon eksekusi tidak melakukan 
perlawanan, dan faktor dukungan dari aparat penegak hukum. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah aparat penegak hukum untuk memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum khususnya eksekusi riil. Serta  
memberikan penyuluhan hukum untuk taat terhadap hukum. Pihak termohon eksekusi 
hendaknya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan tidak 
melibatkan pihak yang tidak berkepentingan untuk menolak dilaksanakannya 
eksekusi. Selain itu, daalam hal eksekusi tidak boleh diabaikan perikemanusian dan 
perikeadilan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang 
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan 
pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. 
 





A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, bukan politik 
ataupun ekonomi. 
Peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan konstitusi untuk mengatur 
tingkah laku masyarakat. Selain itu dibutuhkan lembaga peradilan yang bebas dan 
tidak memihak. 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menegaskan:  
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia. 
Khususnya pada perkara perdata, peraturan hukum yang mengatur bagaimana 
orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak 
satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya aturan hukum perdata, hukum yang 
mengatur hal tersebut disebut hukum acara perdata. 
Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata 
materil. Untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat. 
 Setiap orang yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan 




hak yang diajukan ke pengadilan, yaitu pertama tuntutan hak yang mengandung 
sengketa yang disebut gugatan, dan yang kedua tuntutan hak yang tidak mengandung 
sengketa yang disebut permohonan.   
Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan diakhiri dengan putusan yang 
dikeluarkaan oleh hakim, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai 
persoalannya. Pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut, sebagaimana 
yang terdapat dalam QS. al- Nisā‟/4:59: 
 
                          
                       
             
Terjemahnya:  
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, 
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 
(Al-Qur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
1
 
 Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepada Allah, taat 
kepada Rasul, serta tunduk kepada ulil amri (pemimpin).  
Pemimpin dalam segala aspek, jika dalam sebuah negara yang dimaksud 
pemimpin adalah presiden dan ketika dalam persidangan yang dimaksud pemimpin 
adalah hakim sebagai pimpinan sidang tertinggi atau pemberi keputusan. Keputusan 
yang ditetapkan hakim harus ditaati atau diikuti. 
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Apabila ketaatan kepada pemimpin tidak mengandung atau mengakibatkan 
kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan 
dihati yang diperintah. Dalam konteks ini Nabi saw. bersabda: 
 
 ﺎﱠﻄﻟﺍَﻭ ُﻊْﻤﱠﺴﻟﺍ ﻢﻠْﺴُﻤْﻟﺍ ﺀْﺮَﻤْﻟﺍ ﻰَﻠَﻋ َﻝﺎَﻗ ُﻪﱠﻧَﺃ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟﺍ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠﻲِﺒﱠﻨﻟﺍ ِﻦَﻋ
 ﺎَﻟَﻭ َﻊْﻤَﺳ ﺎَﻠَﻓ ﺔَﻴﺼْﻌَﻤﺑ َﺮﻣُﺃ ْﻥﺈَﻓ ٍﺔَﻴﺼْﻌَﻤﺑ َﺮَﻣْﺆُﻳ ْﻥَﺃ ﺎﱠﻟﺇ َﻩِﺮَﻛَﻭ ﱠﺐَﺣَﺃ ﺎَﻤﻴﻓ ُﺔَﻋ
َﺔَﻋﺎَﻃ 
Artinya: 
Wajib atas setiap muslim mendengar serta taat kepada perintah pemimpin dia 
suka atau tidak kecuali dia diperintahkan supaya melakukan maksiat. Sekiranya 
dia diperintahkan supaya melakukan maksiat maka janganlah dia dengar dan 
menaatinya”. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn „Umar).2 
Namun jika Hakim menjatuhkan putusan tidak berpegang teguh kepada al-
Qur‟an dan hadits dan sebuah urusan diberikan pada yang bukan ahlinya bisa saja 
Hakim tersebut akan memberikan kuputusan yang salah. Sebagaimana Rasulullah 
saw. bersabda yang berbunyi:  
ةَعا َّسلا ِرِظَت ْنَاف ِهِلْهَأ ِرْيَغ ىَلِإ ُرْمَلأا َد ِّسُو اَذِإ 
Artinya:  
“Jika sebuah urusan diberikan kepada bukan ahlinya maka tunggulah 
kehancuran”.3 
Tentu saja Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengetahui soal hukum, 
mengetahui duduk perkaranya. Apabila putusan dikeluarkan oleh orang yang 
memahami masalah maka kewajiban kita untuk menerima putusan tersebut. 
                                                          
2
Jabal, Shahih Bukhari Muslim (Bandung: Jabal, 2011), h. 344. 
3
Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, Shahih al-Bukhary  (Cet. 




Dalam perkara perdata, jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan 
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap  secara sukarela, maka pihak 
yang menang dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi dengan cara 
paksa sebagaimana diatur oleh undang-undang seperti  mengajukan permohonan 
eksekusi,  membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi 
tersebut dan sebagainya. Selanjutnya apabila semua persyaratan serta tahapan-
tahapan untuk persiapan eksekusi telah terpenuhi maka pengadilan akan segera 
melakukan eksekusi dimana bila memungkinkan eksekusi akan dilakukan secara riil 
atau bisa juga eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang.
4
 
Sebagaimana diatur pada Pasal 196 HIR, berbunyi: 
Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu 
dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada 
ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan 
maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu 
akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi 
keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya 
delapan hari. (Rv. 439, 443; IR. 94, 113, 130.). 
Namun pada kenyataannya masih sering dijumpai pihak yang kalah 
(tereksekusi) tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga pihak yang 
menang menjadi pihak yang dirugikan. Agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan 
maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan 
Negeri. 
Namun biasanya pengajuan permohonan eksekusi tidak lantas dapat 
menyelesaikan persoalan. Eksekusi dengan bantuan pengadilan masih sering berjalan 
tidak lancar. 
                                                          
4
Herman Supriyadi, “Pelaksanaan Putusan Perdata dan Pelaksanaannya”, Situs Resmi 
Pengadilan Agama Sarolangun. http://pa-sarolangun.go.id/index.php/122-berita2014/464-artikel-




Contoh kasus eksekusi tanah seluas 1,85 hektare di kelurahan Tompobolang, 
kecamata Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. 
Sengketa tanah antara Saguni Dg Ngalle melawan Sangkala yang dimenangkan oleh 
Sangkala. Kericuhan yang terjadi karena pihak yang kalah menghalau dan melempari 
Jurusita dan Polosi dengan batu. Akibatnya, seorang anggota polres Gowa yang 
bernama AKP Syahrul mengalami luka dibagian kepala.
5
 
Dalam uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji atau 
meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan 
judul “Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus pada penelitian ini adalah pada eksekusi riil dalam perkara perdata dan 
untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih 
dahulu penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang 
terdapat dalam skripsi ini. 
Kata “Eksekusi Riil” yaitu berupa pelaksanaan prestasi dengan bantuan pihak 
pengadilan yang dibebankan kepada debitur untuk melaksanakan putusan pengadilan 
secara langsung. 
Kata “Perkara Perdata” adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak 
yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. 
 
 
                                                          
5Deddi Bayu, “Eksekusi Tanah di Gowa Berlangsung Ricuh”, Skalanews.com, 04 Juli 2012. 
http://skalanews.com/berita/nasional/daerah/116829-eksekusi-tanah-di-gowa-berlangsung-ricuh (07 




C. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penyusun 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana ruang lingkup eksekusi riil? 
2. Bagaimana proses eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa? 
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi eksekusi riil di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa? 
D. Kajian Pustaka 
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian 
yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa 
penelitian yang memiliki pambahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:  
1. M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang 
Perdata.
6
 Buku ini khusus membahas permasalahan hukum dan praktik 
yang berkenan dengan seluk-beluk eksekusi dalam bidang hukum perdata. 
Sedangkan penyusun membahas ruang lingkup eksekusi riil, proses 
eksekusi rill, dan faktor apa saja yang mempengaruhi eksekusi riil. 
2. Umar Dani,  Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika 
dalam Konteks PTUN.
7
 Buku ini menjelaskan tentang penyelesaian 
putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurnah (non executable). 
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Sedangkan dalam skripsi ini membahas pada persoalan eksekusi riil dalam 
perkara perdata di Pengadilan Negeri. 
3. Skripsi Iin Fatimah, “Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya 
Putusan Peninjauan Kembali Pada Perkara Perdata”.8 Skripsi ini lebih 
memaparkan tentang proses pemulihan hak akibat eksekusi bagi tergugat 
karena adanya putusan peninjauan kembali pada perkara perdata. Dalam 
penelitiannya menyimpulkan bahwa pemulihan hak dilakukan dengan 
penyerahan obyek sengketa tanpa mengembalikan bangunan tersebut 
kepada bentuk semula seperti sebelum dieksekusi dan yang menanggung 
biaya pemulihan adalah pemohon pemulihan tersebut. Adapun mekanisme 
permohonan pemulihan sama dengan proses eksekusi yaitu memasukkan 
permohonan ke pengadilan dengan dasar adanya putusan peninjauan 
kembali. Dan pertimbangan pengadilan dalam hal terjadinya penundaan 
eksekusi karena adanya alasan peninjauan kembali sangatlah subjektif. 
4. Skripsi Ramli Rizal, “Eksekusi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri 
Padang”.9 Dalam skripsi tersebut lebih menitikberatkan tentang eksekusi 
perdata secara umum, Sedangkan dalam skripsi yang saya susun 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui ruang lingkup eksekusi rill dalam perkara perdata di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
b. Untuk mengetahui proses eksekusi riil dalam perkara perdata di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
2. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada 
khususnya, yang berhubungan dengan eksekusi. 
b. Kegunaan praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 
khususnya dalam hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan 
eksekusi. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini juga dapat memberikan 









A. Pengertian Eksekusi 
Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (Belanda: executie, Inggris: 




Pembahasan dari sudut pengertian eksekusi bertujuan memberi penjelasan 
mengenai istilah eksekusi kedalam bahasa Indonesia, agar tidak menjadi pemakaian 
yang keliru dan berlebihan. Menurut Subekti dan Retno Wulan Sutantio eksekusi 
diartikan sebagai: “Pelaksanaan” putusan. 2 
Menurut R. Subekti, eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah tidak 
mau menati putusan hakim secara sukarela sehingga putusan tersebut harus 
dipaksakan kepada pihak yang kalah dengan bantuan kekuatan umum.
3
 
Menurut R. Supomo, eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-
syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan 
menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi 
putusan dalam waktu yang ditentukan.
4
  
Menurut Djazuli Bachar, melaksanakan putusan pengadilan memiliki tujuan 
yang  tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi 
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Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2005), h.184.  
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yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk 
merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani 
kewajiban yang merupakan eksekusi.
5
 
Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa oleh karena  pihak 
yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan.
6
 
 Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang 
kalah adalah tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi 
pihak “tereksekusi”.7 
Berdasarkan uraian-uraian dari pendapat para ahli, maka dapat dijelaskan 
bahwa eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap dengan bantuan kekuatan umum dari pengadilan 
karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. 
B. Macam-Macam Eksekusi 
Ada dua cara menjalankan isi putusan:
8
 
1. Secara sukarela artinya pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri 
dengan sempurna isi putusan pengadilan. 
2. Eksekusi artinya tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi baru merupakan pilihan hukum 
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(Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), h.6. 
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apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi 
isi putusan secara sukarela.  
Jenis eksekusi dalam hukum acara perdata adalah: 
1. Parate executie adalah eksekusi yang dilaksanakan tanpa membutuhkan 
titel eksekutorial dan pemegang gadai dapat melaksanakan secara lansung 
haknya (menjual) tanpa melalui perantaraan pengadilan. Eksekusi ini diatur 
pada pasal 1155, 1175 ayat 2 BW).
9
 
2. Eksekusi melakukan suatu perbuatan berdasarkan Pasal 225 HIR, Pasal 259 
Rbg. 
3. Eksekusi riil. yaitu pelaksanaan putusan hakim secara langsung atau nyata. 
Eksekusi terakhir ini diatur pada Pasal 1033 Rv.
10
 
C. Pengertian Eksekusi Riil  
Eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang 
dihukumkan dalam amar putusan.
11
 Misalnya, amar menghukum tergugat 
mengosongkan tanah terperkara, pelaksanaannya langsung secara nyata 
mengeluarkan tergugat dari tanah dan pada saat yang bersamaan menyerahkan 
penguasaan tanah yang dikosongkan kepada penggugat (pemohon eksekusi).  
Dalam Pasal 200 ayat (11)  HIR dan Pasal 218 ayat (2) Rbg hanya mengatur 
mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang, dimana jika pihak yang kalah tidak 
mau meninggalkan atau mengosongkan barang bergerak yang sudah dilelang. Ketua 
Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi (Panitera 
                                                          
9
Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 
Jaminan (Yogyakarta: Liberty, 1980), h.32.  
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atau Jurusita) kalau perlu dengan bantuan polisi untuk mengosongkan barang tidak 
bergerak yang dilelang tersebut. Eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam 
undang-undang. Salah satu alasan kenapa tidak diatur secara terinci, karena eksekusi 




 Pasal 1033 Rv memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai eksekusi 
riil, berbunyi: 
Apabila putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak 
bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan 
memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat 
kekuasaan negara barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang 
dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya. 
D. Sumber Hukum Eksekusi 
1. Hukum Acara Perdata 
Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang diatur di dalam Herzien 
Indonesis Reglement (HIR) yang berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura. 
Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura 
diatur dalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). Di dalam HIR diatur 
tentang eksekusi putusan pengadilan pada bagian kelima (Pasal 195 sampai dengan 
Pasal 224 HIR) sedangkan dalam Rbg diatur pada bagian keempat (Pasal 206 sampai 
dengan Pasal 225).   
                                                          
12
Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya 





Dalam Undang-Undang  Darurat No.1 tahun 1951 tidak terdapat perkecualian 




2. Peraturan Lain yang Berhubungan 
Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, berbunyi: 
“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh 
panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.” 
Selain itu Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan 
memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”. 
Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum menegaskan bahwa dalam perkara perdata, maka Panitera 
Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Bahwa Pasal 60 
Undang-Undang No. 60 tahun 1986 tetap berlaku karena tidak dirubah oleh Undang-
Undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 
tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1964 dan Nomor 4 tahun 
1975 tentang gizeling (sandera) sebagaimana diatur dalam Pasal 209-223 HIR/242-
258 Rbg tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan karena dinilai bertentangan dengan 
perikemanusiaan. Kedua surat edaran Mahkamah agung tersebut dicabut dengan 
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Upaya hukum peninjauan kembali bisa diajukan untuk membatalkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dasar alasan yang 
sebagaimana diatur pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  Tentang 
Mahkamah Agung, berbunyi:  
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan 
alasan sebagai berikut: 
a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak 
lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada 
bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 
b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 
menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; 
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada 
yang dituntut; 
d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya; 
e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas 
dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah 
diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 
f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 
E. Asas-Asas Eksekusi 
1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 
 Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewisjsde) yang dapat dilaksanakan.  
 Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terhadap putusan itu 
tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Apabila 
terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding, atau 
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kasasi, putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Kecuali, terhadap 
upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali tidak menunda eksekusi.
15
 
Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, upaya eksekusi belum 
berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum terhitung sejak tanggal 
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak mau menaati 
putusan secara sukarela. 
 Putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum (Rachtsmiddel), yaitu: 
a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding;  
b. Putusan Makamah Agung (kasasi/PK);  
c. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet. 
 Penggunaan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali atau 
perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi hanya menunjukkan 




Beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang 
memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, antara lain: 
a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan 
Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg);  
b. Pelaksanaan putusan provisi (provisionil) (berdasarkan Pasal 180 ayat (1) 
HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg, maupun Pasal 54 dan 55 Rv);  
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c. Akta Perdamaian, (berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg);  
d. Eksekusi terhadap Grosee Akta, (berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 
258 Rbg);  
e. Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggugang dan Undang-
Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) 
17
 
2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela 
 Sesuai ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 Rbg,  ada dua cara 
menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang 
kalah dengan sukarela melaksanakan putusan dan eksekusi dengan cara paksa yang 
dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum.
18
 
 Apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) secara sukarela melaksanakan 
isi putusan pengadilan maka tindakan eksekusi tidak diperlukan lagi. Karena eksekusi 
dilakukan apabila pihak tereksekusi tidak melaksanakan atau menaati isi putusan 
pengadilan secara sukarela. 
3. Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator 
 Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan 
yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman.  
 Sehubungan dengan prinsip ini, putusan ditinjau dari sifatnya dapat dibedakan 
atas: 
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a. Putusan yang bersifat deklarator 
Pada putusan yang bersifat deklarator adalah putusan yang amar atau 
diktum putusan berisi pernyataan hukum atau penegasan tentang suatu hak 
atau kedudukan hukum. Misalnya, putusan yang menyatakan ikatan 
perkawinan sah. Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam 
perkara voluntair, yakni perkara yang berbentuk permohonan secara 
sepihak. 
b. Putusan yang bersifat constitutief 
Putusan constitutief atau konstitutif (constitutief vonnis) adalah putusan 
yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan 
suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. 
Misalnya, putusan perceraian.  
c. Putusan yang bersifat kondemnator 
Putusan yang bersifat condemnatoir atau kondemnator ialah putusan yang 
memuat amar menghukum terhadap pihak yang kalah dalam perkara. 
Amar putusan kondemnator merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah 
dengan amar deklaratif, dan penempatan amar deklarator dalam putusan 
harus ditempatkan mendahului amar kondemnator. Pada umumnya 
putusan yang bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang 
berbentuk  kontentiosa (contentiosa). Misalnya, sengketa wanprestasi. 
Amar putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti 
rugi kepada tergugat. Amar penjatuhan hukuman tersebut tidak dapat 





ganti rugi tanpa lebih dulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat 
melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat.
19
 
 Adapun ciri dan acuan untuk me]nentukan suatu putusan dianggap bersifat 
kondemnator, dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah menghukum pihak 
yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat: 
a. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang; 
b. Menghukum atau memerintahkan untuk mengosongkan;  
c. Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu; 
d. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan tertentu; 
e. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.20 
4. Eksekusi di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri 
Menurut Pasal 195 Ayat (1) HIR dan Pasal 206 Ayat (1) Rbg yang berwenang 
melakukan eksekusi adalah pengadilan negeri tingkat pertama yang memutus dan 
memeriksa perkara yang diminta eksekusi tersebut. Eksekusi atas putusan tersebut 
berada dibawah pimpinan Ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan. Secara ex 
officio (ambtshalve) kewenangan eksekusi berada pada ketua pengadilan tingkat 
pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal 
hingga akhir (dari aanmaning hingga penyerahan barang kepada penggugat). 
Pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak mempunyai kewenangan untuk 
menjalankan eksekusi, sekaligus terhadap putusannya sendiri. Pengadilan tinggi dan 
mahkamah agung hanya bertindak mengawasi jalannya eksekusi apabila terdapat 
penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sepanjang tidak ada penyimpangan 
pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak berwenang mencampurinya.
21
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 Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin 
eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio. Kewenangan secara ex 
officio diatur dalam pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg dan Pasal 195 Ayat (1) 
HIR atau Pasal 206 Rbg. Dengan mengaitkan pasal-pasal tersebut, gambaran 
kontruksi hukum  kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya 
eksekusi; 
b. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada 
Ketua Pengadilan Negeri adalah secara ex officio; 
c. Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat 
penetapan (beschikking) 




F. Ruang Lingkup Eksekusi Riil 
Ruang lingkup eksekusi riil dilihat dari objek utang atau prestasi
23
: 
1. Menyerahkan benda, artinya menyerahkan benda yang diperkarakan 
kepada penggugat. Barang atau uang tersebut diserahkan secara langsung 
kepada penggugat. 
2. Melakukan suatu perbuatan adalah perbuatan nyata dari tergugat secara 
langsung melaksanakan perbuatan itu. 
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3. Tidak melakukan suatu perbuatan, Eksekusi ini merupakan penghukuman 
penghentian sesuatu perbuatan yang dihukumkan kepada tergugat. 
Penghentian perbuatan yang dihukumkan harus dihentikan secara 
langsung dan nyata oleh pihak tergugat. Misalnya tergugat dihukum 
untuk menghentikan penggalian atas tanah terperkara. Berarti tergugat 
secara langsung dan nyata harus berhenti melakukan penggalian di atas 
tanah tersebut. 
Ada pendapat yang mengatakan pembayaran sejumlah uang tidak termaksud 
eksekusi rill. Sebagaimana dikemukakan oleh Djazuli Bachrar bahwa: 
Eksekusi riil sebenarnya mencakup eksekusi langsung terhadap penyerahan 
berupa barang atau suatu prestasi tanpa melalui pelelangan dan yang lain 
berupa pembayaran sejumlah uang (verhaalsexecutie), seperti perintah 
membuat sebuah lukisan atau menyelesaikan lukisan akan sulit dilaksanakan 
tanpa ditentukan perbuatan penggantinya.
24
 
Namun, Sudikno Mertokusumo  memasukkan pembayaran sejumlah uang 
dalam ruang lingkup eksekusi riil. Karena menurut Sudikno Mertokusumo eksekusi 
riil tidak hanya penerapan langsung, tetapi juga paksaan tidak langsung terhadap 
debitur agar memenuhi pelaksanaan putusan, sepanjang hal yang dituju tercapai. 
Putusan hakim tersebut sudah termaksud paksaan tidak langsung agar debitur 
memenuhi isi putusan. 
Dari dua pendapat yang berbeda di atas. Penyusun berpendapat bahwa yang 
masuk ruang lingkup eksekusi riil adalah menyerahkan benda, melakukan suatu 
perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, penyerahan benda yang 
dimaksud  penyusun adalah penyerahan benda tidak bergerak seperti tanah. Namun, 
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apabila penyerahan benda bergerak atau sejumlah uang itu tidak termasuk dalam 
ruang lingkup eksekusi riil karena harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu. 
G. Proses Eksekusi Riil 
 Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan 
secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan. 
Adapun tata cara menjalankan eksekusi riil sebagai berikut: 
1. Pihak yang Kalah (Tergugat) Tidak Mau Menaati dan Memenuhi 
Putusan Secara Sukarela 
Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan pengadilan, baru dapat 
berfungsi apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi 
putusan secara sukarela. 
2. Permohonan dari Pihak yang Menang 
 Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara 
sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua 
pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk melakukan eksekusi secara 
paksa. 
 Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua pengadilan merupakan suatu 
keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat 




Pasal 196 HIR berbunyi: 
Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu 
dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada 
ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan 
maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu 
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akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi 
keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya 
delapan hari. (Rv. 439, 443; IR. 94, 113, 130.) 
3. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi 
 Apabila ada pihak ketiga yang ingin mengajukan perlawanan terhadap objek 
eksekusi. Pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan.  
Pasal 195 (6) HIR yang berbunyi: 
Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya 
itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, 
maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan 
itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi 
hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu. 
Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1997 No.697 K/Sip/1974, 
menegaskan bahwa pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum 
eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat 
diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan
26
. 
Perlawanan ini juga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik,  tetapi 
juga dapat dilakukan atas dasar hak-hak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak 
tanggungan, hak sewa dan lain-lain.
27
 
Dalil derden verzet (perlawanan pihak ke tiga)  yang disebut dalam Pasal 195 
ayat (6) HIR dapat diperluas dengan alasan lain, antara lain: 
a. Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepada 
pelawan; atau 
b. Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi sedang berada di bawah 
sita jaminan atau sita eksekusi.
28
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Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 
185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Alasan dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga 
diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu: 
1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga 
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan 
Perlawanan pihak ketiga ini adalah upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya 
tidak menunda eksekusi. Namun apabila perlawanan tersebut diyakini benar dan 
beralasan, maka eksekusi ditunda setidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh 
pengadilan negeri. 
Ada dua kategori yang dapat dipegang untuk menghadapi permohonan 
penundaan eksekusi atas alasan derden verzet: 
a. Pertama, kalau pelawan dapat membuktikan dalil perlawanan, eksekusi  
bisa ditunda; 
b. Kedua, kalau pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanan, 
eksekusi dijalankan terus sesuai dengan prinsip, derden verzet  tidak 
secara mutlak menolak eksekusi.
29
 
4. Peringatan (aanmaning) 
Pasal 196 HIR atau Pasal 107 Rbg menegaskan bahwa Ketua Pengadilan 
Negeri melakukan panggilan terhadap pihak yang tereksekusi untuk menghadap di 
pengadilan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan. 
Peringatan atau aanmaning merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. 
Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan.
30
 Aanmaning dalam 
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kaitannya menjalankan putusan merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua 
Pengadilan Negeri berupa teguran kepada pihak yang kalah agar menjalankan isi 
putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan negeri. 
Jangka  waktu peringatan (aanmaning) paling lama 8 (delapan hari) atau boleh 
kurang delapan hari, tergantung penilaian dan pertimbangan ketua pengadilan. Dalam 
pemanggilan tersebut terdapat kemungkinan pihak yang kalah tidak hadir dengan 
alasan yang patut, maka keridakhadirannya dianggap belum sah, dan mesti ditolerir 
sehingga harus dipanggil ulang. 
Jika sebaliknya, ketidakhadirannya tanpa alasan yang patut dan beralasan 
terhadap orang yang seperti ini, berlaku prinsip hukum tidak perlu melindungi orang 
yang membelakangi ketentuan. Menurut pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 Rbg 
termohon eksekusi yang tidak mau memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang 
patut tersebut, terhadapnya: 
a. Tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan; 
b. Tidak diberikan tenggang masa peringatan; 
c. Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan penetapan 
eksekusi dalam eksekusi riil atau penetapan executoriale beslag (sita 
eksekusi) dalam eksekusi pembayaran uang.
31
  
 Namun apabila panggilannya itu dipenuhi oleh pihak yang kalah, pada hari, 
tanggal, dan jam yang telah ditentukan, maka dilakukan sidang peringatan yang 
dihadiri oleh panitera, ketua pengadilan dan tergugat.
32
 Dalam sidang tersebut pihak 
yang kalah diperingatkan untuk menjalankan isi putusan yang dihukumkan 
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kepadanya serta diberitahukan batas waktu pelaksanaan putusan, paling lama  
diberikan watu 8 hari . 
Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan, 
dicatat dalam berita acara sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita 
acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan 
keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.
33
 
5. Penetapan Perintah Eksekusi 
 Apabila  masa peringatan telah dilampaui dan pihak yang kalah tetap tidak 
memenuhi isi putusan maka sejak saat itu Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung 
mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada juru sita atau panitera untuk 
melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi dari amar putusan. 
H. Tinjauan Eksekusi Menurut Hukum Islam 
Sebagai manusia, memiliki cinta akan sesuatu adalah hal yng lumrah. Rasa 
cinta itu pun muncul karena merupakan rahmat dari Allah. Rasa cinta inilah yang 
menjadikan makhluk yang lemah. Kecintaan manusia terhadap kehidupan dunia yang 
berlebih akan menjadikan manusia tamak. Salah satu bentuk cinta yang membuat 
manusia menjadi tamak adalah cinta kepada harta. 
Mengambil hak dengan cara merampas bisa saja dihalalkan bagi manusia 
yang haus akan belaian dunia. Maka dari itu, peran andil pengadilan sebagai garda 
terdepan pucuk keadilan di dunia adalah penting adanya. Hak milik siapa dan untuk 
siapa membawa masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling berselisih paham. 
Maka dari itu, melalui putusan hakim diperlukan keadilan, kemanfaatan dan 
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kepastian hukum bagi masyarakat. Diperlukan tindakan nyata dan langsung 
melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan atau yang disebut eksekusi. 
Di dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ada nash yang melarang ataupun yang 
memerintahkan eksekusi riil secara eksplisit. Karena itu, hukum eksekusi riil harus 
dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (qaidah fiqhiyah) yang menyatakan: 
 
Artinya:  
“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang 
menunjukkan keharamannya”.34 
Selain itu beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memberikan indikasi 
bahwa pada dasarnya Islam membolehkan eksekusi. Eksekusi itu bisa berubah dari 
mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram. Hukum mubah itu bisa 
berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain 
juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi: 
 
Artinya: 
“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan 
keadaan.”35 
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Islam itu adalah agama yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh 
umat manusia. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan segala hal 
yang berkaitan dengan kebaikan sebagai perwujudan dari akhlak yang baik dan 
sebaliknya Islam melarang umatnya untuk melakukan segala hal yang berkaitan 
dengan keburukan dan kemudharatan. Larangan yang diperintahkan untuk 
ditinggalkan tersebut salah satunya adalah mangambil atau menguasai sesuatu yang 
bukan miliknya yang dapat berupa tanah kebun, tanah pertanian, rumah dan 
sebagainya.  
Larangan yang dimaksudkan di atas telah disebutkan oleh Allah subhanahu 
wa ta’ala dalm firman-Nya Q.S al-Nisā’/4:29: 
                         
                          
      
Terjemahnya: 
“Wahai  orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”36 
Ayat di atas melarang kaum muslimin untuk mengambil harta orang lain 
dengan cara yang batil karena harta yang haram menjadi pangkal persengketaan di 
dalam transaksi antara orang yang mengambil dengan orang yang hartanya diambil. 
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Ayat di atas juga mengingatkan bahwa umat saling bahu membahu  di dalam 
menjamin hak –hak dan maslahat-maslahat.37  
As-Sa’ib ibn Yaziz dari ayahnya menerangkan bahsa bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: 
 
 لَا خُ أْ لَا  لَا  ﱠﻥ أْمخُكخُدلَاحلَاأ ﹶﻉلَاﺎﺘلَاﻣهأْي ِلَاأ٬ِِلَا لَاﻭ هأْيلَاﻠلَاﻋ ﺎلَاﻫﱠﺩخُﺮلَايأْﻟﺎلَاﻓ هأْي ِلَاﺃ ًﺍدِﺟ  ﺎلَاﺼلَاﻋ مخُكخُدلَاحلَاﺃ لَا لَا لَاﺃ ﹰﺎﺒِﻋلَا ٬لَاﻭ ِﺍلَاﺫ  
Artinya:  
 
“Janganlah salah seorang kamu mengambil harta benda saudaranya. Baik 
dengan maksud memiliki atau hanya sekedar main-main. Apabila kamu 
mengambil tongkat saudaranya, hendaklah tongkat tersebut 
dikembalikannya.”38  
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, 
bahwa rasulullah saw. bersabda: 
 أْنلَاﻣ لَاملَاﻠلَاﻇ ِ أْ لَاا  لَانِﻣ  ًﺮ أْبْﺒ ِهﱡﻠﻟﺍخُهلَاﻗﱠﻮلَاﻃ لَا أْ  ِلَا لَاأ  ِأْﺒلَا  أْنِﻣ 
Artinya: 
“Barangsiapa  secara zhalim menyerobot sejengkal tanah kebun milik orang, 
niscaya pada hari kiamat lehernya akan dililit dengan tujuh tanah.”39 
Barangsiapa yang menanam di tanah rampasan, maka tanaman itu milik yang 
punya tanah, dan bagi perampas dan pohon yang ditanam juga wajib dicabut, 
demikian juga bangunan yang dibuat juga harus dirobohkan, sebagaimana hadits 
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Raafi’ bin Khudaij disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda: 
 ءٌ أْ لَا   ِأْ ﱠلﻟ  لَانِﻣ خُهلَاﻟ لَا أْيلَاﻠلَابْﻓ أْم
ِ ِأْ  ِ ِأْ لَا  ِ مٍ أْﻮلَابْﻗ ِ أْ لَاأ  ِ لَا لَا لَا  أْنلَاﻣ٬  خُهخُﺘلَا لَا لَابْ  خُهلَاﻟلَا  
Artinya: 
“Barangsiapa yang menanam sesuatu di tanah orang lain tanpa seizin 
pemiliknya, tidak ada sesuatu yang ditanam itu menjadi miliknya, namun dia 
akan memperoleh rugi.” 40 
Syaikh Shalih Al Fauzan dalam al-Malkhash Fiqhiy berkata: 
“Jika orang yang melakukan ghasb (rampasan) telah membuat bangunan di 
tanah rampasannya atau menanam di atasnya tanaman, maka ia harus melepas 
bangunan itu atau mencabut tanaman itu, jika pemiliknya meminta demikian. 
Jika tindakannya itu sampai membekas ke tanah yang dirampasnya, maka ia 
wajib mengganti rugi kekurangannya, di samping ia juga harus menghilangkan 
sisa-sisa tanaman dan bangunan sehingga ia menyerahkan tanah kepada 
pemiliknya dalam keadaan baik. Ia pun wajib membayar upah standar dari sejak 
merampas sampai menyerahkannya, karena ia mencegah pemiliknya untuk 
memanfaatkan di masa itu dengan tanpa hak. Jika ia merampas sesuatu dan 
menahannya hingga menjadi murah harganya, maka harus menanggung 
kekurangannya menurut pendapat sahih.”41 
Dari ayat dan hadist di atas dapat diketahui bahwa Islam melarang kaum 
muslimin untuk mengambil hak orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan 
dzalim. Mengambil, menguasai atau merampas barang milik orang lain apapun 
bentuknya dan sekecil apapun nilainya merupakan pelanggaran. Islam melarang 
seorang muslim untuk mengambil atau menguasai harta milik sesama muslim lainnya 
kecuali atas persetujuan pemiliknya. 
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Setiap orang yang mengambil hak orang lain diharuskan untuk 
mengembalikannya.  
Eksekusi riil dapat menjadi salah satu upaya paksa untuk mengembalikan hak 
dari orang yang didzalimi apabila orang yang merampas tanah (orang yang dzalim) 
tidak mau mengembalikan barang yang telah dirampas atau dikuasai. Eksekusi riil 









A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian empiris (empirical 
research) yang dilaksanakan untuk menyesuaikan teori dan praktik dengan 
melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) narasumber yang terdiri atas 2 (dua) jurusita 
dan 1 (satu) panitera pengganti di Pengadilan Negeri Sunguminasa mengumpulkan 
data tentang eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sunguminasa. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa. 
B. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Pendekatan yuridis yaitu dengan mengkaji penerapan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan eksekusi riil dan pendekatan hukum empiris berarti 
praktik eksekusi riil dalam perkara perdata  di Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
C. Sumber Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat 
dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, 




terkait mengenai ruang lingkup eksekusi riil, proses eksekusi riil, dan 
faktor yang mempengaruhi eksekusi riil yang penyusun teliti dengan 
melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) narasumber yang terdiri atas 2 
(dua) jurusita dan 1 (satu) panitera pengganti di Pengadilan Negeri 
Sunguminasa. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa 
buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian yang berkaitan, 
karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang 
berkaitan dengan eksekusi riil dalam perkara perdata yang penyusun teliti. 
a. Bahan hukum primer berupa HIR (Herziene endonesis reklement), 
Rbg (recht buitengewesten), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
b. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, hasil-hasil 
penelitian, internet, buku. 
c. Bahan hukum tersier kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI). 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain sebagai berikut: 
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 
penelitian. Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data 





2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara yang dipersiapkan lebih dahulu 
kepada informan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai 
maksud yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penyusun 
melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan 
penelitian ini sebanyak 3 (tiga) narasumber yang terdiri atas 2(dua) 
jurusita dan 1 (satu) panitera pengganti di Pengadilan Negeri 
Sunguminasa. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data untuk 
melengkapi penyusunan skripsi ini dengan melakukan obsevasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Penyusun menggunakan handphone untuk merekam proses wawancara 
dengan narasumber yang terkait dengan skripsi ini dan menggunakan alat tulis untuk 
mencatat dokumen  berupa buku register permohonan eksekusi perkara perdata, buku 
registe gugatan perkara perdata yang diperoleh penyusun di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif 
yaitu analisis data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang 
diperoleh penyusun guna mendapatkan gambaran nyata tentang ekseksusi riil dalam 
perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Kemudian, dipaparkan secara 
deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 





PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
1. Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan pengadilan tingkat pertama 
yang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi putusan sesuai dengan 
kompetensi relatif. Pengadilan tingkat kedua, dan Mahkamah Agung tidak 
diperkenankan melaksanakan eksekusi.  
Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki Visi dan Misi, Yaitu: 
a. Visi  
Terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung. 
b. Misi 
1) Menjaga kemandirian badan peradilan 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 




Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) 
pengertian, yaitu: 
a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan; 
b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah 
atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum
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Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki wilayah hukum di 1 (satu) 
Kabupaten Gowa yang meliputi 18 (delapan belas) Kecamatan, dengan luas wilayah 
1.883,33 km
2 
yang meliputi 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. 
 Adapun batas-batas wilayah secara umum, yaitu sebelah utara (Kota 
Makassar dan Kabupaten Maros), sebelah timur (Kabupaten Sinjai,  Bone, 
Bulukumba, dan  Bantaeng), sebelah selatan (Kabupaten Takalar dan Jeneponto), 
sebelah barat (Kota Makassar dan Kabupaten Takalar). 









                                                          




Batas Wilayah Hukum 
No. Kecamatan 
Batas Wilayah 













Kab. Takalar Kab. Takalar Kab. Takalar 
3 Bajeng Kec. Pallangga 
Kec. Bontomarannu 




4 Bajeng Barat Kec. Bajeng Kec. Bajeng 
Kec.Bontonom
po 
Kab. Takalar dan 
Bajeng Barat 
5 Pallangga Kec. Sombaopu Kec. Bontomarannu Kec. Bajeng Kec. Barombong 
6 Barombong Kota Makassar 
Kec. Bajeng dan 
Pallangga 
Kec. Bajeng Kota Makassar 
















9 Pattallassang Kab. Maros dan Kec. Parangloe 
Kec. 
Bontomarannu 
Kec. Sombaopu dan 
Kec. Pallangga 





dan Kab. Takalar 
37 
 
11 Manuju Kec. Parangloe Kec. Bungaya Kec. Bungaya 













an dan Kab. 
Bantaeng 
Kec. Parangloe dan 
Kec. Manuju 







Kab. Bululumba Kec. Bungaya Kec. Parangloe 
























Kab. Jeneponto dan 




     Sumber: http://.pn-sungguminasa.go.id, diakses tanggal 22 Februari 2016.
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Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak lebih 
dari 100 perkara setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah perkara 
perdata yang terdaftar, putus dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011-2015 di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tabel dibawah ini: 
Tabel 2 
Jumlah Perkara Perdata yang Masuk, dan Putus Tahun 2011-2015 di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa 
No. Tahun Perkara Masuk Putus 
1. 2011 43 perkara 27 perkara 
2. 2012 47 perkara 40 perkara 
3. 2013 64 perkara 48 perkara 
4. 2014 44 perkara 54 perkara 
5. 2015 57 perkara 57 perkara 
Jumlah 225 perkara 226 perkara 
Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2016 
Pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa jumlah perkara perdata yang yang 
masuk, dan putus dari tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu: 
225 perkara masuk, dan 226 perkara putus. Secara berurut dijelaskan jumlah perkara 
yang paling banyak masuk sampai paling sedikit yaitu pada tahun 2013 sebanyak 64 
perkara, tahun 2015 sebanyak 57 perkara, tahun 2012 sebanyak 47 perkara, tahun 
2014 sebanyak 44 perkara, dan paling sedikit pada tahun 2011 sebanyak 43 perkara. 
Jumlah perkara yang putus dari tahun 2011-2015 setiap tahunnya mengalami 
peningkatan. Perkara yang putus tahun 2011 sebanyak 27, tahun 2012 sebanyak 40 
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perkara, tahun 2013 sebanyak 48 perkara, tahun 2014 sebanyak 54 perkara , dan 
paling tinggi tahun 2015 sebanyak 57 perkara. 
Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
dipengaruhi oleh  kepercayaan masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya 
melalui pengadilan. 
B. Ruang Lingkup Eksekusi Riil 
Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan kepada pihak 
yang kalah dalam suatu perkara guna melaksanakan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap,  yang diatur dalam Pasal 195-224 HIR (Herzien Indonesi 
Reglement). Hanya putusan yang berkuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi. 
Jurusita melakukan eksekusi sesuai isi amar putusan yang dimohonkan eksekusi. 
Dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel permohonan eksekusi rill yang 
terdaftar pada tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyerang, Jurusita pengadilan 
Negeri Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa: 
Selama saya jadi jurusita belum pernah saya menemukan permohonan eksekusi 
melakukan sesuatu perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Namun, 




Demikian hal dikemukakan oleh Bapak Makmur, Panitera Pengganti 
Pengadilan Negeri Sungguhminasa bahwa: 
Belum pernah ada permohonan eksekusi melakukan suatu perbuatan dan tidak 
melakukan suatu perbuatan. Selama ini eksekusi benda tidak bergerak seperti 
tanah. Kalau benda bergerak seperti mobil pernah tapi jaminan utang, bukan 




                                                          
2
 Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 04 April 2016. 
3




Dari hasi wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2011-
2015 belum pernah ada eksekusi rill melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan 
suatu perbuatan. Permohonan eksekusi riil yang pernah ada hanya eksekusi berupa 
penyerahan benda tidak bergerak. Permohonan eksekusi penyerahan benda bergerak 
seperti mobil memang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tetapi 
eksekusi tersebut tidak termasuk eksekusi rill.  
Permohonan eksekusi riil yang masuk di pengadilan negeri sungguminasa dari 
tahun 2011 tahun 2015 yang ada adalah penyerahan benda tidak bergerak dalam 
bentuk pembongkaran dan pengosongan.  
Adapun Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2011-2015 di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa sebanyak 63 permohonan yang terdiri eksekusi penyerahan 
benda tidak bergerak dalam bentul pembongkaran dan pengosongan. Untuk 
mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3 
Jumlah Permohonan Eksekusi Riil Tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa 
No. Tahun  Permohonan Eksekusi 
1. 2011 21 permohonan 
2. 2012 10 permohonan 
3. 2013 9 permohonan 
4. 2014 12 permohonan 
5. 2015 11 permohonan 
Jumlah 63 permohonan 
Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2016. 
Putusan yang berkekuatan hukum tetap belum tentu mengajukan eksekusi 
pada tahun yang sama karena pengajuan eksekusi tidak memiliki batas waktu.  
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Berdasarkan tabel 3 di atas, diketahui masih banyak masyarakat yang tidak 
melaksanakan putusan secara sukarela. Banyaknya permohonan eksekusi yang masuk 
ke Pengadilan Negeri Sungguminasa menunjukkan ketaatan hukum masyarakat 
masih rendah karena tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Tanpa 
melalui upaya paksa eksekusi.  
Padahal putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap harus 
segera dilaksasakan agar terciptanya kepastian hukum dan tegaknya keadilan. Selain 
itu, eksekusi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu untuk mendapatkan 
kepastian hukum lebih lama.  
Adapun data mengenai eksekusi yang terlaksana, belum terlaksana, dan damai 
dari tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4 
Perbandingan Eksekusi yang Terlaksana, Belum Terlaksana, dan Damai 
Tahun 2011-2015 
No. Tahun Terlaksana Belum Terlaksana Damai 
1. 2011 8 perkara 8 perkara 5 perkara 
2. 2012 2 perkara 8 perkara - 
3. 2013 1 perkara 6 perkara 2 perkara 
4. 2014 3 berkas 9 perkara - 
5. 2015 2 berkas 9 berkas - 
Jumlah 16 berkas 40 berkas 7 perkara 
Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2016. 
Memperhatikan tabel 4 di atas, pada tahun 2011-2015 terdapat 16 perkara 
yang terlaksana, 40 perkara yang belum terlaksana, dan 7 perkara yang damai. 
Eksekusi yang damai artinya pihak termohon eksekusi pada akhirnya menyerahkan 
objek eksekusi tanpa melaui proses eksekusi.  
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Jumlah berkas eksekusi  yang belum terlaksana lebih banyak dibandingkan 
dengan jumlah berkas yang terlaksana. Hal ini menandakan dalam proses eksekusi 
memiliki banyak hambatan. Sehingga eksekusi tidak terlaksana.   
Untuk gambaran lebih jelas mengenai persentase eksekusi yang terlaksana, 
belum terlaksana dan damai yang terdaftar pada tahun 2011-2015 di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini: 
Tabel 5 
Perbandingan Persentase Eksekusi terlaksana, Belum Terlaksana dan Damai 
No. Tahun Terlaksana Belum Terlaksana Damai 
1. 2011 38% 38% 24% 
2. 2012 20% 80% - 
3. 2013 11% 67% 22% 
4. 2014 25% 75% - 
5. 2015 18% 82% - 
Sumber: Data diolah dari tabel 4. 
 Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa perbandingan persentase eksekusi 
terlaksana, belum terlaksana dan damai, yaitu; pada tahun 2011 terlaksana 38%: belum 
terlaksana 38% : damai 34%, tahun 2012 terlaksana 20% : belum terlaksana 80% : 
damai 0%, tahun 2013 terlaksana 11% : belum terlaksana 67% : damai 22%, tahun 
2014 terlaksana 25% : belum terlaksana 75% : damai 0%, tahun 2015 terlaksana 18% : 
belum terlaksana 82% : damai 0%. 
Pada tahun 2011 eksekusi yang belum terlaksana dan yang terlaksana memiliki 
persentase yang sama yaitu 38%. Selain tahun 2011, persentase eksekusi belum 
terlaksana lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase eksekusi yang 
terlaksana dan damai. Tingginya persentase eksekusi yang belum terlaksana eksekusi 
di Pengadilan Negeri Sungguminasa menunjukkan bahwa karakter masyarakat yang 
tetap bersikeras tidak mau melaksanakan putusan hakim meskipun telah melalui upaya 
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paksa eksekusi. Tigginya persentase eksekusi yang belum terlaksana tentunya terkait 
dengan banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. 
C. Proses Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
1. Permohonan Eksekusi 
Pemohon Eksekusi membuat permohonan eksekusi yang ditujukan kapada 
Ketua Pengadilan (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 ayat (1) Rbg) dengan melampirkan 
salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang dimintakan eksekusi. Ketua 
Pengadilan mempelajari permohonan yang diajukan pemohon eksekusi. Setelah 
berkas diperiksa, berkas diserahkan ke bagian Paniteramuda Perdata dan didisposisi 
ke bagian eksekusi. Berkas tersebut diteliti kelengkapan permohonan eksekusi. 
Setelah berkas sudah rampung, pemohon eksekusi disuruh menghadap ke Pengadilan 
Negeri untuk membayar biaya aanmaning (peneguran) yang mana pemohon eksekusi 
menyetor ke rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Bank 
Rakyat Indonesia (BRI). Penyetoran biaya ke BRI ini adalah bagian dari upaya untuk 
memujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang sebelumnya pembayaran dilakukan 
dikasir yang ada dibagian Kepaniteraan Perdata. 
Setelah pemohon Eksekusi membayar, pemohon eksekusi menyerahkan bukti 
penyetoran kepada kasir yang berada di bagian Kepaniteraan Perdata dan kasir 
mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk 
Membayar).  
Bagian eksekusi menyerahkan berkas aanmaning yang sudah lengkap kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat aanmaning 
serta memberikan perintah kepada jurusita pengganti agar memanggil termohon 
eksekusi untuk hadir dalam sidang aanmaning tersebut. 
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Jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak paling lama 3 
hari sebelum hari dan tanggal aanmaning yang telah ditetapkan. 
 Besarnya biaya aanmaning diatur dalam  Surat Keputusan Ketua Pengadilan 
Negeri Sungguminasa No. 02/KPN/SK/HPDT/VIII/2014. Hal itu dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini:  
Tabel 5 
Biaya Peneguran Eksekusi 
No. Biaya 
1. Redaksi Rp. 5.000 
2. Materai Rp. 12.000 
3. Proses Rp. 100.000 
4. Panggilan 3x Rp. Sesuai Radius 
Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Februari 2016. 
Berdasarkan tabel 5 di atas, biaya aanmaning terdiri atas biaya redaksi sebesar 
Rp. 5.000, biaya materai sebesar Rp. 12.000, biaya proses sebesar Rp. 100.000, dan 
biaya penggilan sesuai radius. Biaya panggilan sesuai radius artinya biaya panggilan 
disesuaikan dengan tempat tinggal dari termohon eksekusi.  
Biaya pemanggilan termohon eksekusi paling sedikit  pada daerah Somba Opu 
yaitu Rp. 85.000, Pallangga dan Barombong Rp. 100.000, Bajeng dan Bajeng Barat 
Rp. 115.000, Bontonompo, Bontomarannu, Pattalassang, Bontonompo Selatan 
Rp.125.000, Parangloe Rp. 150.000, Manuju Rp. 200.000, Tinggimoncong, Bungaya, 
Parigi Rp. 225.000, Tombolo Pao, Tompobulu, Biringbulu, Bonto Lempangan 
Rp.250.000. Biaya pemanggilan ini sesuai dengan jarak dari setiap daerah dari 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Semakin jauh wilayahnya maka semakin mahal 







Biaya Transportasi Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Kab. Gowa 
No. Nama Kecamatan Transportasi 
1. Somba opu Rp. 85.000 
2. Pallangga Rp. 100.000 
3. Barombong Rp. 100.000 
4. Bajeng Rp. 115.000 
5. Bajeng barat Rp. 115.000 
6. Bontonompo Rp. 125.000 
7. Bontomarannu Rp. 125.000 
8. Pattalassang Rp. 125.000 
9. Bontonompo Selatan Rp. 125.000 
10. Parangloe Rp. 150.000 
11. Manuju Rp. 200.000 
12. Tinggimoncong Rp. 225.000 
13. Tombolo Pao Rp. 250.000 
14. Tompo Bulu Rp. 250.000 
15. Biring Bulu Rp. 250.000 
16. Bungaya Rp. 225.000 
17. Bonto Lempangan Rp. 250.000 
18. Parigi Rp. 225.000 














Kalkulasi biaya peneguran dapat dilihat pada tabel 7 dibawah  ini: 
Tabel 7 
Biaya Peneguran 
No. Nama Kecamatan Biaya  
Total 
Administrasi Transportasi 
1. Somba opu Rp. 117.000 Rp. 255.000 Rp. 372.000 
2. Pallangga Rp. 117.000 Rp. 300.000 Rp. 417.000 
3. Barombong Rp. 117.000 Rp. 300.000 Rp. 417.000 
4. Bajeng Rp. 117.000 Rp.345.000 Rp. 462.000 
5. Bajeng barat Rp. 117.000 Rp. 345.000 Rp. 462.000 
6. Bontonompo Rp. 117.000 Rp. 375.000 Rp. 492.000 
7. Bontomarannu Rp. 117.000 Rp. 375.000 Rp. 492.000 




Rp. 117.000 Rp. 375.000 
Rp. 492.000 
10. Parangloe Rp. 117.000 Rp. 450.000 Rp. 567.000 
11. Manuju Rp. 117.000 Rp. 600.000 Rp. 717.000 
12. Tinggimoncong Rp. 117.000 Rp. 675.000 Rp. 792.000 
13. Tombolo Pao Rp. 117.000 Rp. 750.000 Rp. 867.000 
14. Tompo Bulu Rp. 117.000 Rp. 750.000 Rp. 867.000 
15. Biring Bulu Rp. 117.000 Rp. 750.000 Rp. 867.000 
16. Bungaya Rp. 117.000 Rp. 675.000 Rp. 792.000 
17. Bonto Lempangan Rp. 117.000 Rp. 750.000 Rp. 867.000 
18. Parigi Rp. 117.000 Rp. 675.000 Rp. 792.000 
Sumber: Data diolah dari tabel 5 dan tabel 6. 
Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa kalkulasi biaya peneguran di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa berkisar antara Rp. 372.000-Rp. 867.000. Daerah 
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somba opu yaitu Rp. 202.000, Pallangga dan Barombong Rp. 417.000, Bajeng dan 
Bajeng Barat Rp. 462.000, Bontonompo, Bontomarannu, Pattalassang, Bontonompo 
Selatan Rp. 492.000, Parangloe Rp. 567.000, Manuju Rp. 717.000, Tinggimoncong, 
Bungaya, Parigi Rp. 792.000, Tombolo Pao, Tompobulu, Biringbulu, Bonto 
Lempangan Rp. 867.000.     
2. Aanmaning (Peneguran) 
Termohon Eksekusi dipanggil untuk mengahadap dimuka pengadilan pada 
hari dan tanggal yang tercantum pada relas panggilan aanmaning (peneguran). 
Aanmaning (peneguran) dipimpin Oleh Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, yang didampingi Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa.  
Aanmaning dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, lalu pihak 
Termohon Eksekusi atau kuasanya dipersilahkan masuk kedalam ruangan yang 
disediakan untuk itu. Apabila termohon eksekusi tidak hadir pada saat itu,  Ketua 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan bahwa aanmaning ditunda dan 
menetapkan tanggal aanmaning yang akan datang. Setelah penetapan penundaan 
aanmaning tersebut diucapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 
memerintahkan jurusita untuk memanggil termohon eksekusi pada aanmaning yang 
akan datang, lalu ditutup.  
Termohon Eksekusi dipanggil hingga 3 (tiga) kali secara patut untuk hadir 
pada aanmaning apabila ketidakhadirannya beralasan. Pada saat pemanggilan ke tiga 
kalinya Termohon Eksekusi tidak hadir juga, maka Ketua Pengadilan Negeri 
Sungguminasa menyatakan Termohon Eksekusi tidak akan dipanggil lagi karena 
sudah cukup dan memenuhi prosedur hukum. Ketika termohon eksekusi hadir pada 
hari aanmaning,  maka Ketua Pengadilan memberikan waktu 8 (delapan) hari kepada 
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Termohon Eksekusi  untuk melaksanakan putusan pengadilan, apabila termohon 
eksekusi tidak melaksanakan putusan tersebut,  maka sudah dapat dilaksanakan 
eksekusi.  
 Aanmaning dengan hadir atau tidak hadirnya Termohon Eksekusi dibuatkan 
berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa serta 
Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Apabila ada perlawanan dari pihak termohon eksekusi dalam bentuk gugatan, 
ataupun perlawanan dari pihak ketiga. Maka, ketua pengadilan akan 
mempertimbangkan apakah eksekusi ditunda atau tidak.  
3. Sita Eksekusi 
Di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelum eksekusi riil dilaksanakan. 
Terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi terhadap objek yang akan dieksekusi. 
Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa akan mengeluarkan penetapan sita 
eksekusi, apabila Termohon Eksekusi tetap tidak memenuhi isi putusan setelah 
melampaui waktu aanmaning atau Termohon Eksekusi tidak hadir pada saat 
aanmaning. Penetapan Sita Eksekusi berisi perintah kepada  jurusita untuk 
melakukan sita eksekusi terhadap objek eksekusi. 
Dalam melaksanakan sita eksekusi, Jurusita harus datang ke lokasi objek 
eksekusi. Jurusita memberitahukan kepada orang yang telah ditunjuk oleh 
tersita/pihak tersita/termohon eksekusi untuk menjaga objek eksekusi dengan baik, 
tidak boleh dialihkan atau dipindah tangankan  seperti dengan penjualan dan 
sebagainya. Sita eksekusi terhadap objek eksekusi diumumkan ditempat eksekusi 
sehingga diketahui oleh orang banyak dan turut mengawasinya.  
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Setelah itu, Jurusita membuat berita acara eksekusi yang ditanda tagani oleh 
Jurusita, saksi-saksi, serta Kepala Desa Setempat. 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan 
Negeri Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:  
Dilakukan sita eksekusi supaya mereka itu mengerti tentang putusan mahkamah 
agung, atau putusan pengadilan tinggi, ataupun putusan pengadilan negeri. 
Supaya dia sadari dirinya bahwa ujung-ujungnya ini akan dieksekusi. Tapi 
biasa setelah sita eksekusi berhasil jalannya damai. Daripada dieksekusi nanti. 
Kalau damai tidak dilakukan eksekusi.
4
 
Bapak Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dari 
hasil wawancara beliau mengemukakan bahwa “Sita eksekusi dilakukan untuk 
memperjelas objek yang akan dieksekusi”.5 
Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa sita eksekusi tidak hanya dilakukan pada eksekusi pembayaran uang 
tetapi juga dilakukan pada eksekusi riil. Padahal seharusnya sita eksekusi tidak perlu 
diterapkan pada eksekusi riil karena hanya membuang waktu.  
Menurut Yahya Harahap, salah satu yang membedakan eksekusi rill dengan 
eksekusi pembayaran uang ialah perbedaan penahapan proses. Pada eksekusi riil, 
ketua pengadilan cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan 
eksekusi. Dengan penetapan itu,  jurusita dapat langsung menuntaskan eksekusi 
secara nyata. Dengan penyerahan atau pembongkaran, eksekusi sudah dianggap 
selesai, tanpa tahap sita eksekusi. Lain halnya pada eksekusi pembayaran sejumlah 
uang. Pada eksekusi pembayaran sejumlah uang,  harus melalui proses sita eksekusi 
atas harta kekayaan termohon eksekusi dan kemudian dilanjutkan dengan penjualan 
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lelang yang melibatkan jawatan lelang. Pada eksekusi pembayaran uang, sita eksekusi 
bertujuan sebagai penjamin uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat. 





Ketua pengadilan dalam penetapannya memerintahkan kepada 
Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa atau jika berhalangan dapat 
ditunjuk penggantinya yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 209 Rbg ayat 2 
dengan disertai 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur pada Pasal 210 Rbg, dan jika 
perlu dengan bantuan alat keamanan negara untuk melakukan pemulihan eksekusi 
terhadap objek sengketa. 
Jurusita dapat meminta bantuan kepada Polisi atau polisi Militer, dalam hal 
yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah itu misalnya, adalah seorang 
anggota ABRI.
7
 Dalam surat  penetapan ketua pengadilan tersebut, harus jelas rincian 
ukuran, luas, dan  batas-batas objek eksekusi. 
Sebelum hari dan tanggal eksekusi, Jurusita Pengganti memberitahukan 
kepada pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan, PLN (Perusahaan Listrik 
Negara) untuk mencabut listrik lokasi eksekusi, kepala kecamatan setempat, kepala 
lurah setempat, kepala desa setempat, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi  
untuk hadir pada hari dan tanggal eksekusi yang telah ditetapkan. 
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Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari dan tanggal yang 
ditentukan langsung ke lokasi objek eksekusi untuk  melaksanakan eksekusi atas 
objek eksekusi yang ada dalam penguasaan Termohon Eksekusi.  
Jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke lokasi eksekusi, tidak 
dibenarkan mengeksekusi dengan cara jarak jauh.
8
 
Jurusita disertai dengan pengamanan dan 2 (dua) orang saksi yang berwarga 
negara Indonesia, telah berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya. 
Pelaksanaanya di pengadilan negeri sungguminasa, yang dijadikan saksi dari 
kalangan pegawai pengadilan negeri sungguminasa.  
Jurusita membacakan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap di lokasi 
eksekusi dan melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan.  
Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa mengemukakan 
bahwa: 
Saat eksekusi termohon eksekusi dan keluarganya meninggalkan objek 
sengketa  beserta harta bendanya dan menyerahkan objek sengketa dalam 
keadaan utuh, kosong, dan sempurnah kepada pihak pemohon eksekusi dan 
apabila eksekusi berupa pembongkaran, semua bangunan yang ada di atas tanah 
tersebut diratakan dengan tanah sesuai isi putusan. Bahkan kalau ada pohon 
diatasnya kita tebang. Kadang ketika eksekusi dilaksanakan, termohon eksekusi 
tidak hadir. Jadi barangnya kami titipkan kepada pemerintah setempat.
9
 
                                                          
8Abdul Manan, “Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata”, Mimbar hukum dan 
Peradilan, no.70 (2010), h. 31. 
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Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa eksekusi dikatakan 
selesai apabila isi putusan sudah terlaksana. Termohon eksekusi harus mengosongkan 
objek sengketa beserta keluarga dan harta benda termohon eksekusi.  
Kemudian jurusita membuat berita acara. Berita acara eksekusi berisi luas 
objek eksekusi, nama saksi yang membantu eksekusi, nama pejabat yang 
menjalankan eksekusi, dan berita acara eksekusi tersebut ditandatangani oleh Jurusita, 
Saksi-saksi, Termohon Eksekusi, kepala desa setempat, dan kepala kecamatan 
setempat. Salinan berita acara diberikan kepada pihak pemohon eksekusi. Eksekusi 
tetap dilaksanakan meskipun tanpa hadirnya termohon eksekusi.  
D. Faktor yang Mempengaruhi Eksekusi Rill dalam Perkara Perdata di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Berikut ini penyusun akan menguraikan mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi eksekus riil. Adapun faktor yang mempengaruhi eksekusi terdiri dari 
2,  yaitu faktor yang menghambat eksekusi riil dan faktor yang mendukung eksekusi 
riil. 
1. Faktor  yang Menghambat Eksekusi Riil 
a. Penundaan Eksekusi atas Alasan Perlawanan 
Berdasarkan hasil wawancara penyusun terhadap jurusita. Salah satu 
penyebab tidak terlaksananya eksekusi adalah adanya gugatan perlawanan yang 
diajukan termohon eksekusi maupun perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet).     
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak makmur, Penitera Pengganti 
Pengadilan negeri Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa: 
Perlawanan dan derden verzet sebenarnya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. 
tapi wewenang ketua pengadilan menunda proses eksekusi dengan melihat 
permohonan itu. Misalnya dikhawatirkan apabila pengadilan mengesekusi 
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putusan bisa berbalik. Itu merupakan salah satu alasan ketua pengadilan untuk 
menunda eksekusi sementara waktu sambil menungu putusan keluar. Tetapi ada 
juga permohonan peninjauan kembali yang alasannya dianggap tidak mendasar 
ketua pengadilan bisa saja melaksanakan eksekusi. apabila ada pemohon 
eksekusi yang memaksakan eksekusi dilaksanakan, meskipun tidak diatur 
dalam undang-undang  tapi untuk menyelamatkan diri,  kita haru membuat 
perjanjian dengan pemohon eksekusi. Misalnya dua rumah yang akan 
dieksekusi dalam tanah sengketa, yang sebelum dibongkar ada tim penilai dari 
pihak pengadilan yang menilai objek sengketa. Kalau umpama seratus juta 
dalam satu rumah pemohon harus nitip uang jaminan. Kalau besok lusa putusan 




Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan 
Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:  
Apabila termohon eksekusi mengajukan PK (peninjauan kembali), penundaan 
eksekusi tergantung pada kebijakan pimpinan.  Sebenarnya Peninjauan Kembali 
tidak menghalangi eksekusi tetapi alangkah baiknya kalau eksekusi ditunda, 
bukan berarti tidak bisa dieksekusi. Biasa penundaan eksekusi dilakukan kalau 
ada kemungkinan PK dikabulkan. Bagaimana kalau misalnya rumah kita 
eksekusi, kita sudah bongkar, PKnya dikabulkan. Makanya biasa pimpinan 
menyuruh menunggu putusan PK keluar. Kecuali putusan PK sudah keluar, 
putusannya tetap dimenangkan oleh termohon PK, kita langsung lakukan 
eksekusi. Kita  tidak ada rasa takut untuk melaksanakan eksekusi. Sebenarnya 
bisa juga sementara  proses PK tetap kita lakukan eksekusi. Kalau misalnya 
berupa tanah kosong tidak ditempati artinya tidak ada bangunan diatasnya. 
Sementara berjalan proses PK Saya eksekusi.
11
 
Berdasarkan wawancara tersebut di atas eksekusi bisa ditunda karena adanya 
perlawanan peninjauan kembali dan derden verzet dengan pertimbangan apabila 
eksekusi tersebut dijalankan hal tersebut dapat merugikan pelawan eksekusi ketika 
perlawanannya tersebut dikabulkan. Bahkan sulit mengembalikan objek pada keadaan 
semula.  
Hal ini serupa yang dijelaskan oleh Bapak Makmur bahwa untuk menjamin 
pihak pelawan eksekusi. Maka dibuat perjanjian dengan pemohon eksekusi. Apabila 
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Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 04 
April 2016. 
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Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 23 Februari 2016. 
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dikemudian hari putusan berbalik maka  uang jaminan tersebut digunakan untuk 
mengganti kerugian pihak pelawan eksekusi. 
Pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menegaskan 
bahwa Permohonan PK (Peninjauan Kembali) tidak menangguhkan atau 
menghentikan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Kata-kata “tidak” dalam pasal 66 




Permohonan PK yang sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 
67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu, alasan yang dikemukakan 
didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, serta dapat diduga majelis 
hakim yang akan memeriksa PK kemungkinan akan mengabulkannya.
13
 
b. Ketiadaan Biaya 
Dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa, semua 
biaya eksekusi di Pengadilan dibebankan kepada pemohon eksekusi sesuai  ketentuan 
Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) Rbg, biaya perkara harus dibayar lebih 
dulu oleh Penggugat. Analog dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan eksekusi, 
biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi. Selama pihak 
pemohon tidak membayar biaya eksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan. Dilarang 
pula untuk meminta biaya eksekusi kepada pihak termohon eksekusi. 
Selain itu,  biaya pengamanan, hingga biaya penyewaan alat dibebankan 
kepada pemohon eksekusi. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemohon eksekusi 
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mengakibatkan penghentian eksekusi karena ketiadaan biaya pemohon eksekusi. 
Biaya eksekusi tersebut semakin tinggi apabila objek yang akan dieksekusi rawan 
karena semakin banyak pengamanan yang akan diturunkan saat eksekusi. Jangan 
sampai biaya eksekusinya lebih besar dibandingkan dengan harga objek eksekusi. 
Mengenai masalah besarnya biaya pengamanan. Pengadilan tidak ikut campur 
tentang besarnya biaya pengamanan. Pihak pemohon eksekusi yang bertemu dengan 
pihak kepolisian untuk menentukan besarnya biaya pengamanan. Tidak adanya 
standar biaya pengamanan eksekusi dari polisi, jangan menbuat aparat penegak 
meminta biaya pengamanan yang terlalu besar. Oleh karena biaya pengamanan yang 
besar, menyebabkan pemohon eksekusi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut 
dan mengakibatkan eksekusi tidak terlaksana. 
Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah alat yang digunakan untuk 
eksekusi. Biasanya pada saat hari dan tanggal eksekusi,  karena terkendala biaya. 
Pihak Pemohon Eksekusi tidak menyediakan alat eskavator. Sehingga menghambat 
eksekusi.  
c. Masyarakat Melakukan Perlawanan Secara Fisik 
Pada dasarnya setiap orang tidak rela apabila tanah atau rumahnya dieksekusi. 
Pihak Termohon Eksekusi melakukan perlawanan secara fisik, mendatangkan massa, 
bahkan ada kasus pihak termohon eksekusi memblokir jalanan agar jurusita tidak bisa 
masuk ke daerah eksekusi. 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan 
Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:  
Saya pernah memipin eksekusi di Pallangga. Eksekusinya itu eksekusi 
pembongkaran rumah. Pada saat rumah dibongkar saya kena lemparan batu. 
Ada juga kasus lain yang pernah saya tangani yaitu eksekusi pembongkaran 
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rumah pada saat saya tiba di lokasi eksekusi, pihak termohon eksekusi 
mempersiapkan busur dan parang panjang. Untuk menghindari jatuhnya 
korban, maka eksekusi ditunda sampai keadaan lebih aman. Tapi, pada 
akhirnya saya berhasil melakukan eksekusi setelah berkali-kali datang ke 
tempat eksekusi. Hanya saja jika dari pihak pengadilan tidak mampu lagi 
menangani maka beliau meminta bantuan polisi polres. Jika belum bisa 
tertangani dengan baik lagi maka saya meminta bantuan Kepada Brimob 




Dari hasil wawancara di atas, penyusun berpendapat bahwa jurusita 
mengalami kesulitan menjalankan eksekusi apabila termohon eksekusi bersikap 
anarkis. Apalagi kalau menyangkut tanah atau pembongkaran rumah. Seharusnya 
masyarakat tidak bersikap gantang (keras hati) dengan menerima putusan pengadilan 
serta  masyarakat harus berhati-hati dalam hal kepemilikan hak milik atas tanah. 
Disini juga peran pemerintah setempat seperti kepala desa untuk memberikan atau 
mengarahkan warganya untuk tidak bersikap anarkis.  
d. Kesalahpahaman Terhadap Budaya 
Masyarakat Kabupaten Gowa merupakan bagian dari suku Makassar yang 
masih memegang budaya siri’ na Pacce. 
Pesse’/Essie (Bugis) atau pacce (Makassar) adalah nilai semangat 
kesetiakawanan dan loyalitas atau kesetiaan terhadap sesama manusia. Sedangkan 
siri’ dapat dimaknai sebagai harga diri dan rasa malu.15  
Ada ungkapan yang berbunyi “punna tena siriknu, paccenu seng pakania” 
(kalau tidak ada siri’-mu pacce-lah yang kau pegang teguh).16 Ungkapan ini 
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Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, Gowa, 23 Februari 2016. 
15Muh. Abdi Goncing, “Siri’ Na Pacce Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Bugis-Makassar 
Dalam Perspektif Filsafat Sejarah”, h.7. https://www.academia.edu /3236526/siri na pacce sebuah 
tinjauan filsafat sejarah. (Diakses 10 Maret 2016). 
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menggambarkan bahwa antara siri’dan pacce selalu seiring sebagai satu kesatuan 
yang tidak terpisahkan. Apabila siri’ dan pacce sebagai pandangan hidup tidak 
dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku 
melebihi binatang (tidak punya malu/siri’) karena tidak memiliki unsur kepedulian 
sosial dan hanya mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/pacce).
17
 
Tetapi pada kenyataannya masyarakat menyalah artikan arti siri’ na pacce. 
Masyarakat tidak mau menerima putusan pengadilan, masyarakat merasa malu 
apabila kalah dalam berperkara di pengadilan. Hal ini juga dikemukakan oleh  Bapak 
Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Sungguminasa, bahwa:  
Faktor yang menghalangi eksekusi adalah solidaritas masyarakat Gowa yang 
masih kental. Ketika salah satu keluarganya atau kerabatnya hendak dieksekusi, 
maka mereka itu berkumpul menghalangi proses eksekusi. Bahkan mereka rela 
mati agar rumah atau tanah tersebut tidak dieksekusi. Sehingga tidak jarang 
mereka diamankan oleh pihak kepolisian.
18
  
Padahal sebenarnya nilai siri’ na pacce tidak ada kaitannya dengan hal-hal 
yang negatif seperti kekerasan, akan tetapi siri’ na pacce yang dimaksud di sini 
adalah siri’ na pacce dalam nilai-nilai positif seperti siri’ dalam nilai kejujuran, 
tanggung jawab, pacce dalam nilai keadilan, disiplin dan lain sebagainya. Sebagai 
contoh dalam kasus sengketa tanah. Apabila pihak yang bersengketa menanamkan 
nilai siri’ na pacce didalam dirinya maka tidak akan ada yang namanya bentrok atau 
kerusuhan disetiap pelaksanaan eksekusi. Hanya saja rasa kepemilikan yang tinggi 
menjadikan masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka pemilik sebenarnya 
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lahan tersebut. Karena kurangnya nilai siri’ dalam dirinya salah satu pihak 
memberanikan diri mengaku sebagai pemilik sebenarnya lahan tersebut.
19
 
d. Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga 
Adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari 
lembaga atau organisasi tertentu menghalangi proses eksekusi dengan alasan salah 
objek eksekusi atau penambahan luas objek eksekusi.  
Bapak Makmur, Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa 
mengemukakan bahwa: 
Pihak termohon eksekusi memanfaatkan mahasiswa untuk menghalau petugas-
petugas dari pengadilan untuk mengagalkan eksekusi dengan alasan jurusita 
melakukan penambahan lahan yang akan dieksekusi. Bahkan sampai 
melaporkan ke Polda dan harus dengar pendapat di DPR dan segala macam 
adik mahasiswa tempuh. Perjuangan seperti itu saya kira perjuangan yang sia-
sia kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap. 
20
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas penyusun berpendapat bahwa Jurusita 
dalam melaksanakan putusan pengadilan, berpedoman pada isi putusan. Luas objek 
eksekusi yang tercantum pada putusan, itupula yang akan dieksekusi oleh Jurusita. 
Untuk mencegah terjadinya permasalahan luas atau batas objek eksekusi yang 
tidak sesuai, selama proses di pengadilan negeri sebaiknya dilakukan pemeriksaan 
setempat yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. Jika perlu dihadiri oleh 
orang-orang yang bebatasan dengan objek sengketa, pemerintah setempat, dan pihak 
Pertahanan yang mengetahui keadaan objek sengketa. 
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Pemeriksaan setempat dilakukan agar hakim memproleh kepastian tentang 
peristiwa yang menjadi objek sengketa.
21
 
Kemudian pihak warga sebaiknya membuktikan dalilnya bahwa  terjadi 
penambahan lahan. Dari pada berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang menghambat  aktifitas pengadilan. 
2. Faktor yang Mendukung Eksekusi 
a. Pihak Termohon Eksekusi Tidak Melakukan Perlawanan  
Dalam beberapa kasus,  termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan 
secara sukarela. Namun, pada saat pihak pengadilan dalam hal ini jurusita turun 
kelapangan untuk melaksanakan  eksekusi. Pihak termohon eksekusi tidak melakukan 
perlawanan secara fisik. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu, Jurusita pada Pengadilan 
Negeri Sunguminasa menerangkan bahwa:  
Biasanya pihak Termohon menerima eksekusi karena menyadari perlawanan 




Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa eksekusi dapat 
dilakukan dengan mudah apabila pihak termohon eksekusi tidak melakukan 
perlawanan secara fisik. Sudah seharusnya termohon eksekusi tidak melakukan 
perlawanan dan mematuhi isi putusan pengadilan sebagai konsekuensi atas perbuatan 
melawan hukum yang dilakukan. 
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b. Dukungan Aparat Penegak Hukum 
Dalam pandangan penyusun, peran pihak pengadilan negeri sangat penting 
dalam malaksanakan putusan hakim. Untuk mealancarkan eksekusi ketua pengadilan 
atau Jurusita melakukan pendekatan persuasif kepada Termohon Eksekusi agar tidak 
menghalangi proses eksekusi. 
Selain itu, dukungan penuh aparat kepolisian. Polisi bukan hanya penegak 
hukum, melainkan juga memiliki tugas dan kewenangan lain sebagai penegak 
keamanan dan ketertiban masyarakat.
23
 Aparat kepolisian yang selalu siap dan terlatih 
diharapkan mampu meredam perlawanan massa pihak Termohon Eksekusi. 
Untuk kasus eksekusi yang tingkat kerawanannya tinggi, pihak Jurusita 
memanggil brimob dengan pertimbangan karena alat brimob jauh lebih lengkap dan 
personilnya lebih banyak.  
Jumlah pengamanan yang turun dikondisikan dengan keadaan lokasi eksekusi. 
Untuk kasus termohon eksekusi yang menerima putusan biasanya pengamanan hanya 
menurunkan beberapa personil. 
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Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ruang lingkup eksekusi riil terdiri atas penyerahan barang, melakukan 
suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Namun, eksekusi 
riil yang terjadi di lapangan adalah menyerahkan barang tidak bergerak 
seperti tanah dalam bentuk pengosongan dan pembongkaran. 
2. Berdasarkan penemuan di lapangan, prosedur eksekusi riil di Pengadilan 
Negeri Sungguminasa terdiri dari permohonan eksekusi, aanmaning 
(peneguran), sita eksekusi, penetapan eksekusi, dan eksekusi putusan. 
3. Adapun faktor yang mempengaruhi eksekusi riil di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, yaitu: 
a. Faktor yang menghambat eksekusi riil 
1) Penundaan eksekusi atas alasan perlawanan 
2) Ketiadaan biaya 
3) Masyarakat melakukan perlawanan secara fisik 
4) Kesalahpahaman terhadap budaya 
5) Adanya campur tangan pihak ke tiga 
b. Faktor yang mendukung eksekusi riil 
1) Pihak termohon eksekusi tidak melakukan perlawanan  






Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penyusun 
juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan 
manfaat. Adapun saran tersebut, yaitu: 
1. Aparat penegak hukum memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
tentang hukum khususnya eksekusi riil. Serta memberikan penyuluhan 
hukum untuk taat terhadap hukum.  
2. Pihak termohon eksekusi hendaknya tidak melakukan tindakan yang 
dapat merugikan orang lain dan tidak melibatkan pihak yang tidak 
berkepentingan untuk menolak dilaksanakannya eksekusi. 
3. Dalam hal eksekusi tidak boleh diabaikan perikemanusian dan 
perikeadilan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 54 ayat 3 
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
menegaskan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan 
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